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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pertumbuhan penduduk di suatu Negara menuntut pemerintahnya untuk 
mampu menyediakan berbagai sarana dan pemenuhan rakyatnya. Kewajiban 
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, terutama Negara yang 
menganut paham Welfare State, sebagaimana halnya Indonesia. Negara dituntut 
untuk berperan lebih jauh dan melakukan campur tangan terhadap aspek-aspek 
pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
rakyatnya. Dengan adanya suatu kewajiban tersebut, maka pemerintah harus 
mengatur dan mengelola penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik itu 
darat, laut maupun udara yang tersedia di wilayah kesatuan Republik Indonesia, 
dengan selalu memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang 
berbeda-beda, sehingga akan tercapainya suatu tujuan Negara yaitu 
mensejahterakan masyarakatnya. 
Bagi Indonesia, keanekaragaman pemanfaatan sumber daya alam dalam 
usaha memacu pertumbuhan yang mendukung pemerataan serta peningkatan 
pertumbuhan ekonomi, diupayakan sejalan dengan kemampuan alam Indonesia 
yang beraneka ragam dan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam 
sekali, sehingga dengan adanya kondisi tersebut memerlukan adanya suatu campur 
tangan dari pihak pemerintah, oleh karena dalam pemanfaatan sumber daya alam 
menyangkut hidup orang banyak. 
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Campur tangan pemerintah dalam urusan masyarakat tersebut 
sesungguhnya merupakan peran sentral, tetapi bukan berarti rakyat hanya 
berpangku tangan, tanpa peran dan partisipasi sama sekali pemerintah merupakan 
otoritas kebijakan publik yang harus memainkan peranan penting untuk memotivasi 
seluruh kegiatan dan partisipasi masyarakat, melalui berbagai penyediaan fasilitas, 
demi berkembangnya kegiatan perekonomian sebagai lahan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri.1 
Sebagai sebuah Negara berkembang, Indonesia saat ini sedang mengalami 
proses perubahan yang sangat penting. Globalisasi membuat suatu tatanan dunia 
berubah. Nila-nilai seperti demokrasi dan persamaan hak selalu dikedepankan 
dalam pergaulan antar bangsa. Oleh sebab itu, setiap bangsa atau dalam tingkatan 
lebih kecil lagi, kelompok masyarakat, berusaha menerjemahkan nilai-nilai tersebut 
sesuai dengan latar belakang budaya dan norma-norma yang telah dimiliki 
sebelumnya. 
Wilayah negara Indonesia terdiri dari wilayah Nasional sebagai suatu 
kesatuan wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota yang masing-masing 
menjadi sub-sistem ruang menurut batasan administrasi. Dapat digambarkan bahwa 
di dalam sub-sistem terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam 
kegiatan sumber daya alam dengan sumber daya buatan, dengan tingkat 
pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. 
                                                          
1 I. Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Bandung, 1985, hlm. 63. 
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Secara makro kegiatan ekonomi meliputi berbagi aktivitas pembangunan, 
mulai dari pembangunan dari sektor perumahan, perindustrian, pariwisata, 
perdagangan, dan lain-lain. Sektor pariwisata merupakan salah satu kebutuhan yang 
penting ditengah meningkatnya segala aktifitas dan kesibukan yang mengiringi 
masyarakat. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada Pasal 3 dinyatakan bahwa 
Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual 
setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan 
Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.2 
Perkembangan pariwisata yang begitu pesat dan memberikan peluang 
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Dunia pariwisata telah 
mengalami perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta 
dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat 
perkembangan itu sendiri.3 Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu 
menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, 
pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam Negara 
penerima wisatawan. Disamping itu pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks 
meliputi industri-industri seperti industri kerajinan tangan, industri cendramata, 
penginapan dan transportasi.4 
Aktivitas pembangunan di atas tentu saja memerlukan lahan dan ruang, ini 
berarti berhubungan erat dengan masalah lingkungan tempat aktivitas tersebut 
                                                          
2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 
3 Gamal Suwantoro, Dasar-dasar Pariwisata, Andi Offset, Yogyakarta, 1997, hlm. 1. 
4 Salah Wahab, Manajemen Kepariwisataan, PT. Pradnya Paramitha, 1996, hlm. 5. 
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berlangsung. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan 
mengubah rona lingkungan awal menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi 
perubahan kesinambungan lingkungan, yang kalau tidak dilakukan penggarapan 
secara cermat dan bijaksana, akan terjadi  kemerosotan lingkungan, merusak dan 
bahkan memusnahkan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan. 
Melihat kondisi tersebut di atas, pembangunan di Indonesia khususnya di 
wilayah atau beberapa daerah tertentu, harus memiliki suatu perencanaan atau 
konsep tata ruang, yang dulu sering disebut master plan, di mana konsep tersebut 
sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanankan pembangunan, sehingga 
masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan 
sebagan besar masih belum menunjukan hasil dengan tujuan dan arahan yang 
ditetapkan. Apabila kita lihat hasil pembangunan-pembangunan disejumlah daerah 
di Indonesia yang memiliki rencana dapat dikatakan hampir sama saja dengan hasil 
pembangunaan yang tanpa rencana, sehingga dapat menimbulkan kesan hasilnya 
yang sama saja. 
Masalah tata ruang baik dalam ruang lingkup makro dan mikro, kini 
semakin mendapatkan perhatian yang cukup serius. Suatu fakta bahwa jumlah 
penduduk dari tahun ke tahun meningkat dan faktor kebutuhan yang semakin hari 
semakin meningkat baik secara kuatitatif maupun kualitatif. Demikian juga 
teknolgi semakin maju yang diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam 
memenuhi dalam kebutuhan manusia yang kian meningkat, namun di lain pihak, 
disadari atau tidak bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih tetap 
seperti sediakala. 
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Ruang dalam Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 
berbunyi: 
“Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 
termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan 
memelihara kelangsungan hidupnya”.5 
Sedangkan menurut D.A. Tisnaamidjaja yang dimaksud dengan 
pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan 
geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan 
kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.6 
Selain adanya keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang semakin rumit, 
karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini semakin pesat. Dan kondisi 
tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan dengan para pelaku kegiatan 
bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang yang kian besar. 
Sejalan dengan perkembangan usaha di zaman sekarang, dan beragamnya 
kebutuhan masyarakat terhadap hiburan, maka munculah usaha rekreasi dan 
hiburan umum Glamping Lakeside salah satu objek wisata yang dibangun daerah 
Ciwidey tepatnya di Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, 
Provinsi Jawa Barat. Rancabali adalah sebuah kecamatan hasil pemekaran dari 
Kecamatan Ciwidey yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur. 
Berjarak 60 KM dari Kota Bandung, yang terletak di dataran tinggi yang memiliki 
iklim sejuk karena dikelilingi oleh pegunungan, hamparan perkebunan teh dan 
                                                          
5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataang Ruang. 
6 D.A Tisnamidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf, pranata pembangunan, Universitas 
Parahyangan, Bandung, 1997, hlm.6. 
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lahan pertanian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Rancabali menjadi 
pusat tujuan wisata, baik wisata alam, wisata edukasi, agrowisata, dan wisata religi. 
Pembangunan Glamping Lakeside, dibangun tepat di pinggir Situ 
Patenggang yang kalo di telaah lebih jauh termasuk daerah resapan air sehingga 
harus dijaga kelestarian alamnya dan daerah sepadan situ sepanjang 50 meter 
merupakan daerah kawasan lindung. Yang dimaksud Kawasan Lindung menurut 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataang Ruang adalah 
“Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian 
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan”.7 
Selain itu pembangunan Glamping Lakeside tersebut tidak memiki izin dan 
melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW)8. 
Usaha Glamping Lakeside merupakan usaha perdagangan besar, 
seharusnya sebelum usaha dapat dijalankan peemilik usaha harus terlebih dahulu 
membereskan dan memenuhi dokumen-dokumen perizinan yang menjadi 
persyaratan dan pembangunan pariwisata harus memperhatikan perundang-
undangan yang berlaku. 
Permasalahan ini akan menjadi permasalahan hukum yang sangat 
mendasar karena pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang menghendaki 
kita untuk menggunakan dan memanfaatkan bumi, air, kekayaan alam yang 
                                                          
7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataang Ruang. 
8 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 
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sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.9 Oleh karena itu wilayah kesatuan 
Republik Indonesia harus dapat dimanfaatkan dan didayagunakan secara efektif 
dengan memperhatikan nilai-nilai konsepsi dasar manusia, masyarakat, serta 
ekosistem yang terdapat di Indonesia. 
Bagi suatu Negara yang berdasarkan atas hukum atau peraturan-peraturan 
dalam setiap pemerintahannya, warga negaranya wajib tunduk dalam aturan-aturan 
yang ada di Negara tersebut. Hukum yang diciptakan menjamin dan melindungi 
hak-hak warganya, baik di bidang sipil dan politik, maupun di bidang sosial, 
ekonomi, dan budaya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prof. R. 
Djokosutono mengatakan, bahwa Negara hukum adalah Negara yang berdasarkan 
pada kedaulatan hukum. Baik itu dalam penyelenggaraan pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. Ciri-ciri Negara hukum meliputi:10 
1. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan 
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan 
3. Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) 
4. Adanya legalitas dalam arti hukum 
Hukum sebagai kaedah merupakan petunjuk hidup berupa perintah dan 
larangan yang mengatur tingkah laku yang harus ditaati dalam kehidupan 
bermasyarakat, dan pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat 
menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa. Penegakan hukum tidak 
                                                          
9 Undang-undang Dasar 1945. 
10 C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 1984, 
hlm.86. 
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semata-mata ditunjukan untuk memberikan sanksi, akan tetapi tujuan utamanya 
adalah menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai 
kesejahteraan. Dalam hal menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki 
kewajiban besar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tugas 
dan fungsi pemerintah sebagai penguasa terhadap masyarakat adalah melalui 
mekanisme perizinan, melalui perizinan pemerintah mengatur semuanya mulai dari 
mengarahkan, melaksanakan, bahkan mengendalikan aktivitas masyarakat, serta 
melalui perizinan pula setiap aktivitas dilegalkan. 
Kebijakan otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah diharapkan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Begitupun perihal pengurusan izin telah 
di desentralisasikan kepada pemerintah daerah sesuai wewenangan pemerintah 
pusat kepada daerah. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah 
daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, urusan wajib artinya 
penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada standar pelayanan minimal, 
dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan 
pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah kabupaten/ 
kota meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 
potensi unggulan daerah yang bersangkutan.11 
Pengertian izin menurut kamus besar Indonesia adalah mengabulkan, 
persetujuan membolehkan, tidak melarang, sedangkan istilah mengizinkan 
                                                          
11 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.35. 
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mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan dan tidak melarang.12 Izin 
(vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang 
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaaan tertentu menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi pada prinsipnya 
adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.13 
Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan 
bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, 
rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha 
yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau 
seseorang yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Salah 
satu bentuk izin yang pengurusannya merupakan kewenangan pemerintah daerah 
adalah izin pariwisata yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pasal 10 ayat 
(1); 
Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan 
penyelengara PTSP meliputi urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan 
Perizinan dan Non Perizinan di bidang : 
a. Pendidikan; 
b. Kesehatan; 
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. Perumahan dan kawasan permukiman; 
                                                          
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
13 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 
2010, hlm. 30. 
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e. Sosial; 
f. Tenaga kerja; 
g. Pertanahan; 
h. Lingkungan hidup; 
i. Perhubungan; 
j. Koperasi, usaha kecil dan menengah; 
k. Penanaman modal; 
l. Kebudayaan; 
m. Kelautan dan perikanan; 
n. Pariwisata; 
o. Pertanian; 
p. Perdagangan; 
q. Perindustrian.14 
Adanya kewenangan pemerintah daerah dalam hal perizinan dimaksudkan 
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan usaha 
rekreasi dan tempat hiburan umum yang dikelola oleh pelaku usaha baik  yang 
berbadan hukum maupun perorangan. Bertitik tolak dari latar belakang diatas, 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi 
Perizinan Tempat Wisata Di Kabupaten Bandung Berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW)” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan 
sebelumnya, peneliti menetapkan beberapa masalah sebagai berikut: 
                                                          
14 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 
11 
 
 
 
1. Bagaimana proses pemberian izin objek wisata dihubungkan dengan wisata 
Glamping Lakeside oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bandung ? 
2. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah terhadap pelanggaran alih fungsi 
lahan perkebunan menjadi objek wisata ? 
3. Apa kendala-kendala dalam pengelolaan objek wisata di daerah Kabupaten 
Bandung ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai proses pemberian 
izin objek wisata glamping lakeside. 
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai alih fungsi lahan 
dari lahan perkebunan menjadi tempat wisata. 
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai kendala-kendala 
dalam pengelolaan objek wisata di daerah Kabupaten Bandung. 
D. Kegunaan Penelitian 
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 
teoritis maupun secara praktis, yaitu antara lain: 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam memahami 
hukum tata Negara khususnya dalam pemberian izin pembangungan.. 
b. Diharapkan melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah 
dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan. 
2. Kegunaan Praktis 
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a. Bagi Mahasiswa 
1) Diharapkan menambah pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi 
mahasiswa fakultas hukum Universitas Pasundan 
2) Menerapkan teori – teori yang telah di peroleh dari bangku perkuliahan 
dan  menghubungkannya dengan praktek lapangan. 
3) Untuk lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum 
pada umumnya maupun hukum Tata Negara pada khususnya yakni 
dengan mempelajari literatur dan dikombinasikan dengan perkembangan 
hukum yang timbul dalam masyarakat. 
b. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran 
bagi pihak yang terkait dan masyarakat Kabupaten Bandung serta 
menambah literatur pengetahuan dalam bidang perizinan. 
E. Kerangka Pemikiran 
Tujuan Negara Republik Indonesia termaktub dalam alinea ke-4 
pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:15 
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Negara 
Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 
Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” 
                                                          
15 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. 
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Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga, 
negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum Indonesia dapat 
kita masukan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti 
luas. Hal ini dapat kita ketahui dari perumusan mengenai tujuan bernegara 
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV. 
Dasar lain yang menjadi dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti 
materiil terdapat dalam pasal- pasal Undang-Undang Dasar 1945 Pada Bab VI 
tentang Pemerintah Daerah dan Bab IXA tentang Wilayah Negara yang 
menegaskan bahwasanya dalam suatu Negara Republik Indonesia terdiri atas 
daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten dan kota yang mempunyai 
pemerintahan daerah yang kemudian diatur oleh undang-undang. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara konstitusional, 
negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau 
negara kesejahteraan. Dalam negara hukum yang dinamis dan luas ini para 
penyelenggara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan 
rakyat. 
Dalam mewujudkan tujuan Negara, khususnya untuk terciptanya suatu 
kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti Negara harus dapat 
melaksankan pembangunan dengan mengarahkan kepada substansi yang akan 
dituju secara terpadu dan berdasarkan suatu perencanaan yang cermat. Selain itu 
juga dalam melaksanakan suatu perencanaan harus tetap berada dalam kerangka 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan keserasian 
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diantara daerah dan tetap berada pada kerangka Negara kesatuan Republik 
Indonesia. 
Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan 
manusia, juga sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada 
bangsa Indonesia. dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset 
yang harus dapat dimanfaatkan secara terkordinasi, terpadu dan seefektif mungkin 
dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan dan keamanan, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong 
terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang. 
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: 
“Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, 
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya.” 
 
Sedangkan menurut D.A. Tisnaamidjaja yang dimaksud dengan 
pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan 
geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan 
kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”. 
Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana 
Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan 
Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: 
“Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara 
sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup 
lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara 
kelangsungan hidupnya.” 
 
Seperti yang telah diuraikan dalam pasal 1 Undang-undang No.26 Tahun 
2007, yang menyatakan bahwa ruang terbagi dalam beberapa kategori, yang 
diantaranya adalah: 
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a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah 
permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi 
darat dari garis laut terendah. 
b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah 
permukaan laut dimulai dari sisi garis laut di mulai dari sisi garis laut 
terendah termsuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya, di mana 
Negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya. 
c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan 
atau ruang lautan sekitar wilayah Negara dan melekat pada bumi, 
dimana Negara Indonesia memiliki hak yuridiksiya. 
Adapun yang dimaksud dengan wujud stuktural pemanfaatan ruang 
menurut pasal 1 ayat (2)  Undang-undang No.26 Tahun 2007 adalah susunan unsur-
unsur pembentuk rona  lingkungan alam. Lingkungan sosial, lingkungan buatan 
yang secara hirarki berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedang yang dimaksud 
dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat 
kerja, industri, pertanian, hiburan dan rekreasi, serta pola penggunaan tanah 
perkotaan dan pedesaan, dimana tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata 
ruang yang terbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung, dan lain-lain. 
Selanjutnya masih dalam peraturan tersebut, yaitu pasal 1 ayat (5) yang dimaksud 
dengan penataan ruang adalah “suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
Perencanaan atau planning merupakan suatu proses, sedangkan hasilnya 
berupa “rencana” (plan), perencanaan merupakan suatu komponen yang penting 
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dalam setiap keputusan sosial, setiap unit keluarga, kelompok, masyarakat, maupun 
pemerintah terlibat dalam perencanaan pada saat membuat keputusan atau 
kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mengubah sesuatu dalam dirinya atau 
lingkungannya. 
Maksud diadakannya perencanaan penataan ruang adalah untuk 
menyerasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam 
memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien dan serasi. 
Sedangkan tujuan diadakannya pemanfaatan tata ruang adalah untuk mengarahkan 
struktur lokasi serta beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang 
dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup secara 
berkelanjutan. 
Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan sistem yang 
tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Untuk menciptakan suatu pentaan ruang 
yang serasi harus memerlukan suatu peraturan peundang-undangan yang serasi pula 
di antara peraturan pada tingkat tinggi sampai pada tingkat bawah, sehingga 
terjadinya suatu kordinasi dalam penataan ruang. 
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke empat, 
berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat”. 
Kalimat tersebut mengandung makna, Negara mempunyai kewenangan untuk 
melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna 
terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. 
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Untuk dapat mewujudkan tujuan Negara tersebut, khususnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan umum berarti Negara harus dapat melaksanakan 
pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tadi dengan suatu 
perencanaan yang cermat dan terarah. Apabila kita cermati bersama, kekayaan alam 
yang ada dan dimiliki oleh Negara yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai 
ekonomis, maka dalam pemanfaatannya pun harus diatur dan dikembangkan dalam 
pola tata ruang yang terkordinasi, sehingga tidak akan adanya dampak terhadap 
lingkungan sekitar. 
Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah 
kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam 
konteks penguasaan Negara atas dasar sumber daya alam, melekat dalam kewajiban 
Negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara 
utuh. Artinya aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang 
pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak 
lingkungan. 
Mochtar Koesoemaatmadja mengemukakan bahwa hukum haruslah 
menjadi sarana pembangunan. Di sini berarti hukum harus mendorong proses 
modernisasi.16 Artinya hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan fungsi tersebut maka 
pembentuk undang-undang meletakan berbagai dasar yuridis dalam melakukan 
berbagai kegiatan pembangunan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. 
                                                          
16 Mochtar Koesoemaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan,Alumni, 
Bandung, 2002, hlm.104 
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Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan disegala bidang ini telah 
menampakan hasil, tetapi disisi lain juga melahirkan persoalan-persoalan baru yang 
semakin rumit, sehingga terjadi konsekuensi besar yang terjadi dalam masyarakat. 
Kompleksitas pembangunan tersebut di antaranya pertumbuhan dan perkembangan 
sarana prasarana daerah, terutama sejak terhembusnya konsep otonomi daerah. 
Kebutuhan akan sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah perumahan, 
perkantoran, industri, pelayanan jasa, pariwisata dan lain-lain. 
Pesatnya serta keragaman pembangunan yang terjadi, ternyata dihadapkan 
pada persoalan-persoalan seperti, yang berkaitan dengan pemanfataan lahan: 
a. Terbatasnya lahan yang tersedia dengan berbagai fungsi peruntukan. 
b. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan serta pola tata ruang yang belum 
sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. 
c. Penggunaan lahan sering terjadi penyimpangan dari peruntukannya. 
d. Persaingan mendapatkan lokasi lahan yang telah didukung atau yang 
berdekatan dengan berbagai fasilitas perkotaan, sebagai akibat 
pertumbuhan dan perkembangan kota. 
e. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatutan 
atas kewajiban sebagai warga Negara. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, aspek pertanahan dan penataan ruang 
sangat perlu dan mutlak di pertimbangkan, karena tanah merupakan salah satu 
sumber daya kegiatan penduduk yang dinilai sifat, keadaan, proses dan 
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penggunaanya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Firey17 yang 
menyatakan: “Tanah dapat menujukan pengaruh budaya yang besar dalam adaptasi 
ruang, dan selanjutnya dikatakan ruang dapat merupakan lambang bagi nilai-nilai 
sosial (misalnya penduduk sering memberi nilai sejarah yang besar kepada 
sebidang tanah). 
Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok Agraria18, yang berbunyi “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. 
Selanjutnya dalam penjelasan umum angka II (4) dikemukakan, bahwa hak atas 
tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya 
itu akan digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan 
pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian masyarakat. Penggunaan 
tanah atau lahan harus disesuaikan dengan keadaan sifat dari haknya, sehingga 
bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai dan juga 
bagi masyarakat dan Negara. 
Pasal 15 UUPA juga mewajibkan kepada setiap orang atau institusi 
pemerintah atau badan hukum yang mempunyai hubungan dengan tanah (antara 
lain yang mempunyai sesuatu hak) untuk memelihara tanah, mencegah 
kerusakannya, dan menambah kesuburannya, ini bersangkutan dengan fisik tanah 
dan lingkungannya. 
Dengan demikian, kaitan antara penggunaan tanah dengan rencana tata 
ruang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tersebut harus sesuai dengan 
                                                          
17 Firey, dalam Asep Warlan Yusuf, Pranata Pembangunan, Universitas Parahyangan, 
hlm.87. 
18 Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. 
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dan berdasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah 
ditetapkan terlebih dahulu. 
Sistem dan pola hubungan pemerintah antara pemerintah dengan 
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di bidang tata ruang sama seperti pola 
hubungan bidang pemerintahan yang lainnya, oleh karena perencanaan tata ruang 
hanyalah sebagai penyerahan urusan dari pemerintah kepada pemerintah otonom. 
Landasan yuridis hubungan pemerintahan tersebut tertuang dalam pasal 18 ayat (1) 
Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen yang menegaskan, bahwa: 
“Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. 
 
Bagir Manan mengungkapkan, paling tidak ada empat faktor yang 
menentukan hubungan pusat dan daerah otonom, yaitu:19 hubungan kewenangan, 
hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan hubungan yang timbul dari 
susunan organisasi pemerintah daerah. 
Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang dikemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat 
pusat maupun tingkat daerah, harus sesuai dengan baik di tingkat pusat maupun 
tingkat daerah, harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 
Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah nasional, provinsi, kabupaten 
dan/kota, yang masing-masing merupakan sub sistem ruang menurut batasan 
administrasi, dan di dalam sub sistem tersebut terdapat sumber daya manusia dan 
                                                          
19 Bagir Manan, hubungan pusat daerah menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, 
Jakarta, 1994, hlm. 178. 
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berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan 
dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Apabila tidak dilakukan 
penyusunan rencana tata ruang yang baik, kemungkinan ketidakseimbangan laju 
pertumbuhan antar daerah dan merosotnya kualitas lingkungan hidup semakin 
meningkat. 
Setelah di berlakukannya Undang-undang No. 24 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah, maka daerah provinsi, kabupaten/kota berhak melakukan suatu 
perencanaan tata ruang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 
masing-masing pemerintah daerah. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang menjelaskan mengenai kewenangan pemerintah daerah 
kabupaten/kota dalam penataan ruang terdapat dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) 
sampai dengan ayat (6) sebagai berikut: 
1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
penyelenggaran penataan ruang meliputi: 
a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis 
kabupaten/kota; 
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan 
d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. 
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2. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; 
b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; 
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 
3. Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah strategis kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemerintah daerah 
kabupaten/kota melaksanakan: 
a. Penetapan kawasan startegis kabupaten/kota; 
b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan 
c. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 
4. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal (1) 
dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu kepada 
pedoman bidang penataan ruang dan peetunjuk pelaksanaannya. 
5. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota: 
a. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum 
dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelasanaan penataan 
ruang wilayah kabupaten/kota. 
b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. 
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6. Dalam hal pemerintah daerah tidak bisa memenuhi standar minimal 
bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat 
mengambil langkah menyelesaikan 
Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat 
agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja hukum yang 
membedakan dengan kaidah lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang 
bersifat memaksa. Artinya, apabila asas dan kaidah hukum dituangkan ke dalam 
sebuah peraturan perundang-undangan, maka setiap orang diharuskan untuk 
melaksanakannya. 
Selain itu, untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku orang atau 
badan yang sifatnya preventif adalah melalui izin, seperti dispensasi, izin, dan 
konsesi.20 Dispensasi adalah keputusan administrasi Negara yang membebaskan 
suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Izin 
adalah suatu keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan yang 
pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret. Konsesi adalah 
suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta 
dengan syarat pemerintah turut campur tangan.21 
Suatu izin diberikan oleh pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan 
kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. 
Ateng Syafrudin membedakan perizinan menjadi 4 (empat) macam, yakni:22 
                                                          
20 Utrecht, Pengantar Ilmu Administrasi Negara, hlm. 128. Van Der Pot mengadakan 
pembagian dalam tiga pengertian, yaitu dispensasi, izin, dan konsesi, sedangkan Kraenburg 
membedakan atas dua bagian yaitu izin dan konsesi. 
21 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, cet.6, hlm. 205 
22 Ateng Syafrudin, Pengurusan Perizinan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST Alosius, 
Bandung, 1992, hlm. 4 
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a. Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan. Hal yang 
dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin 
memerlukan perumusaaan limitatif. 
b. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya 
secara formal tidak diizinkan. Jadi, dispensasi merupakan hal yang 
khusus. 
c. Lisensi adalah izin yang memberikan hal untuk menyelenggarakan 
suatu perusahaan. 
d. Konsesi merupkan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar 
berkenaan dengan kepentingan umum yang seharusnya menjadi 
tugas pemerintah, namun oleh pemerintah diberikan hak 
penyelenggaraannya kepada pemegang izin yang bukan pejabat 
pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontaktual, atau bentuk 
kombinasi atau lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak 
dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu. 
Jadi dapat dikatakan bahwa izin merupakan perangkat hukum administrasi 
yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya. Untuk 
mengendalikan masyarakat agar berjalan dengan teratur diperlukan perangkat-
perangkat administrasi. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 
peraturan perundang-udangan dan peraturan pemerintah yang dalam keadaan 
tertentu menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, izin 
pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar 
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pengecualian. Pengecualian tersebut harus diberikan oleh undang-undang, untuk 
menunjukan legalitas sebagai suatu ciri Negara hukum yang demokratis. 
F. Metode Penelitian 
Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah 
diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat 
ilmiah. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar 
Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah Penelitian hukum 
pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka 
juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut unntuk 
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang 
timbul di dalam gejala bersangkutan.23 
Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Spesisifikasi Penelitian 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu: 
menggambarkan dan menguraikan secara sistematika semua permasalahan 
pelanggaran  izin dan alih fungsi lahan, kemudian menganalisanya yang bertitik 
tolak pada peraturan yang ada, sebagai dasar mengetahui tentang implementasi 
                                                          
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Univeritas Indonesia Press, Jakarta, 
Cetakan-III, 1986, hlm. 3. 
26 
 
 
 
perizinan tempat wisata di Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah 
nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis, karena merujuk 
pada Pendapat Soejono Soekanto24 yaitu : 
Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk 
mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama 
atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. 
 
Dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 
sistematis tentang implementasi perizinan tempat wisata di Kabupaten Bandung 
berdasarkan Peraturan Pemerintah yang dimaksud diatas. 
2. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu 
hukum sebagai norma/dasar, karena menggunakan data sekunder sebagai data 
utama25. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai literatur yang dapat 
memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara 
lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media massa, 
serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan. 
3. Tahap Penelitian 
                                                          
24 Ibid, hlm. 119. 
25 Roni Haniitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm. 93.   
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Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan 
penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep 
yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang 
dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu : 
a. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji gambaran sistematis tentang 
implementasi perizinan tempat wisata di Kabupaten Bandung berdasarkan 
Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW). Untuk  mendapatkan berbagai bahan tertulis yang 
diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian 
kepustakaan ini meliputi : 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri 
atas perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki 
peraturan perundang-undangan. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan 
dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-
bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) 
internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait. 
3) Bahan Hukum Tersier 
Yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer 
dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris-
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Indonesia, Indonesia-Inggris, kamus bahasa Belanda dan 
ensiklopedia. 
b. Penelitian Lapangan 
Yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan 
wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah 
dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku26. 
Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data 
sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan 
melalui interview atau wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).  
4. Tehnik Pengumpulan Data 
Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. 
Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan 
penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (filed 
research). 
a. Studi Kepustakaan (Library Research) 
1) Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan tentang perizinan dan 
peraturan perundang-undangan mengenai perizinan. 
2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang 
dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
                                                          
26 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1958, hlm.15. 
 
29 
 
 
 
3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah 
diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis. 
b. Studi Lapangan (Filed Research) 
Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan 
data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data 
sekunder, penelitian ini dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan 
pokok permasalahan. 
5. Alat Pengumpulan Data 
Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh 
untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan 
dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah: 
a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang 
berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan 
serta bahan lain dalam penulisan ini. 
b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan 
wawancara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan 
masalah yang di bahas. 
6. Analisis Data 
Analisis data menurut Otje Salman S dan Anthon F. Susanto yaitu, 
“analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada 
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dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan 
hukum”.27 
Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian 
kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan 
menggunakan metode yuridis-kualitatif. 
Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa: 
Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden 
secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan 
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.28 
 
7. Lokasi Penelitian 
Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai 
korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu: 
a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di: 
1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong 
Dalam No. 17 Bandung. 
2) Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Al-fathu. 
b. Website-Website yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait. 
c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 
 
                                                          
27 Otje Salman S dan Anthon F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan dan 
Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13. 
28 Ronny Hanitijo Soemitro, op. Cit, hlm. 98. 
